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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya “Laporan
Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2017" dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini
merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPJK yang didasarkan pada
Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 guna mencapai sasaran, indikator dan target kinerja yang tercantum
pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2017 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, sehingga laporan ini diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai gambaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi atas pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran serta sebagai bahan perbaikan dan

peningkatan kinerja ke depannya.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga
laporan ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Semoga laporan ini bermanfaat dalam
peningkatan pelaksanaan program terutama dalam pengembangan pembiayaan dan jaminan

kesehatan.

Jakarta, 25 Januari 2018

Kepala Pusat
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

dri\Kalsuym Komaryani, MPPM
NIP'196301171988032002



RINGKASAN EKSEKLTIF

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan salah satu unit eselon Il Kementerian
Kesehatan. Berdasarkan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan perubahannya berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 bahwa PPJK
bertanggung jawab untuk pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).

PPJK sebagai satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai dengan
Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 mempunyai mempunyai tugas, yaitu melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis
pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, PPJK menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan
kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi
pembiayaankesehatan; 2) pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi
ekonomi pembiayaan kesehatan; 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan dan
jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan dan 4) pelaksanaan administrasi

Pusat.

Laporan Kinerja PPJK Tahun 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang

telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2017 yang merupakan sebagai

penjabaran lebih lanjut dari perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019. Berikut indikator dan target kinerja PPJK pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017:

1. Jumlah pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN, sebanyak 2
(dua) dokumen.

2. Jumlah pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung upaya
promotif dan preventif di puskesmas, sebanyak 1 (satu) dokumen.

3. Jumlah skema pembiayaan melalui ppp kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang
kesehatan yang dihasilkan, sebanyak 1 (satu) dokumen

4. Jumlah hasil studi/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan &
JKN/KIS sebanyak 5 (lima) dokumen.

5. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri

Kesehatan sebanyak 2 (dua) dokumen.

Adapun pencapaian target indikator kinerja PPJK tersebut berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2017

dapat tercapai 100% atau realisasi target indikator pada tahun 2017 dapat tercapai seluruhnya.
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Pada tahun 2017, jumlah indikator kinerja PPJK pada perjanjian kinerja mengalami perubahan
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu adanya 3 (tiga) indikator baru dan 2 (dua) indikator yang
dihilangkan. Adapun 3 (tiga) indikator baru pada tahun 2017 merupakan indikator prioritas nasional,
yaitu indikatror terkait pedoman secondary prevention, skema pembiayaan melalui ppp kerjasama
pemerintah dan swasta dan pedoman optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana. Ketiga
indikator prioritas nasional tersebut merupakan hasil dari pertemuan bilateral meeting antara PPJK
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2016 yang kemudian
disesuaikan ke dalam perubahan RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019. Dua indikator yang
dihilangkan, yaitu terkait PBI dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Program
(IKP) eselon | Sekretariat Jenderal dan indikator terkait dokumen kebijakan realisasi iuran peserta
Penerima Bantuan luran (PBI) JKN/KIS.

Dalam rangka efisiensi belanja barang sesuai Instruksi Presiden No 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi
Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2017, PPJK tahun 2017 melakukan
efisiensi belanja barang yaitu sebesar Rp 18,206,347,000,- sehingga pagu PPJK tahun 2017 setelah
dikurangi efisiensi, yaitu sebesar Rp 25.516.806.683.000,- dari pagu awal sebesar Rp
25.535.013.030.000,-.

Dalam rangka perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, PPJK perlu melakukan

beberapa upaya, di antaranya:

1. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan asosiasi dan organisasi profesi kesehatan dan pihak terkait
lainnya dalam pencapaian target kinerja

2. Meningkatkan kompetensi SDM terkait pengembangan pembiayaan Kesehatan dan jaminan
Kesehatan serta isi-isu terkait lainnya

3. Melakukan monitoring secara berkala terkait progres pencapaian target indikator kinerja beserta
anggarannya, serta pembahasan kendala/permasalahan dan solusi penyelesaiannya.

4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh pegawai secara berkala yang bertujuan untuk
sharing dan brainstorming terkait informasi perkembangan kegiatan di masing-masing bagian dan

bidang serta isu-isu terkait lainnya.
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BAB | PENDAHLLUAN

A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 telah mengamanatkan kepada penyelenggara
pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme. Salah satu azas dalam undang-undang tersebut yang dijadikan dasar penilaian
adalah azas akuntabilitas. Dengan adanya azas ini, maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah; dan PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan sebagai unit teknis pada Kementerian Kesehatan setiap tahunnya wajib
membuat dan menyiapkan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

menjalankan program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPJK sesuai dengan Permenkes Nomor 64
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
dan kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/
Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2016

C. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015, PPJK mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPJK menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi
ekonomi pembiayaan kesehatan.

2. pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi

pembiayaan kesehatan.
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3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta
evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.

4. pelaksanaan administrasi Pusat.

STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan struktur Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai
berikut:

1. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha
b. Bidang Pembiayaan Kesehatan
c. Bidang Jaminan Kesehatan

d. Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan

2. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan
b. Subbagian Informasi dan Pelaporan

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Pembiayaan Kesehatan yang membawabhi:
a. Subbidang Perhitungan Biaya Kesehatan
b. Subbidang Analisis Belanja Kesehatan

4. Bidang Jaminan Kesehatan yang membawabhi:
a. Subbidang Standar Pelayanan dan Manfaat

b. Subbidang Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan

5. Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan terdiri atas:
a. Subbidang Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan

b. Subbidang Penilaian Teknologi Kesehatan
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Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2017

E. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi

BABI PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi,

struktur organisasi dan sistimatika penulisan laporan.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, serta perjanjian kinerja PPJK
tahun 2017.

BAB il AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja,
membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya,
membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target indikator pada RPJMN
2015-2019, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, dan analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya;
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BAB IV PENUTUP
Menguraikan kesimpulan umum pencapaian kinerja serta tindak lanjut yang akan

dilakukan ke depannya dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PPJK TAHUN 2017



BAB | PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan

Visi, misi dan tujuan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sama dengan visi, misi dan

tujuan Kementerian Kesehatan yang tercantum pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan

misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya

untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara
hukum.

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional, serta

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh

Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

2. Tujuan
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya
status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

B. PERJANIJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan dari perjanjian kinerja, di antaranya
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, serta menciptakan tolak ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
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Indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2017 merupakan penjabaran dari

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terdapat pada perubahan Renstra Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN, sebanyak
2 (dua) dokumen.

2. Jumlah pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana untuk mendukung
upaya promotif dan preventif di Puskesmas, sebanyak 1 (satu) dokumen.

3. Jumlah skema pembiayaan melalui ppp kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang
kesehatan yang dihasilkan, sebanyak 1 (satu) dokumen.

4. Jumlah hasil studi/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan
kesehatan & JKN/KIS sebanyak 5 (lima) dokumen.

5. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada

Menteri Kesehatan sebanyak 2 (dua) dokumen.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2017

e e

Perumusan pedoman Jumlah pedoman penguatan secondary 2 Dok
penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN

prevention pelayanan

kesehatan dalam JKN yang

ditetapkan
2  Perumusan pedoman untuk Jumlah pedoman untuk optimalisasi 1 Dok
optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan berbagai sumber dana untuk
berbagai sumber dana untuk mendukung upaya promotif dan preventif di
mendukung upaya promotive Puskesmas

dan preventif di puskesmas

3 | Skema pembiayaan melalui Jumlah skema pembiayaan melalui ppp 1 Dok
kerjasama pemerintah dan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di
swasta (KPS) di bidang bidang kesehatan yang dihasilkan
kesehatan.

4 | Dihasilkannya bahan kebijakan |1 Jumlah hasil kajian/monev pengembangan 5 Dok
teknis Pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS
Pembiayaan Kesehatan dan
Jaminan Kesehatan Nasional 2 Jumlah dokumen hasil Health Technology 2 Dok
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat Assessment (HTA) yang disampaikan kepada
(KIS) Menteri Kesehatan
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Selain itu, untuk mendukung pencapaian taget indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun
2017, PPJK telah menyusun berbagai kegiatan yang berorientasi pada output dan outcome.

Berikut penjabaran yang dimaksud, sebagai berikut

Tabel 2 Indikator Kinerja PPJK
beserta Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact

1. Jumlah pedoman pedoman 1. Peningkatan 1. Tersedianya dokumen | kebijakan yang 1. Meningkatnya Meningkatnya

penguatan secondary Kompetensi SDM bahan kebijakan berkualitas dalam kesadaran derajat

prevention pelayanan 2. Peran profesi dan pengembangan mendukung masyarakat untuk kesehatan

kesehatan dalam JKN) tenaga ahli terkait pembiayaan kesehatan| pengembangan berperilaku hidup masyarakat
dan JKN pembiayaan sehat Indonesia

. Jumlah pedoman untuk
optimalisasi pemanfaatan

berbagai sumber dana

untuk mendukung upaya
promotif dan preventif di

Puskesmas

. Jumlah skema pembiayaan

melalui ppp kerjasama
pemerintah dan swasta

(KPS) di bidang kesehatan

yang dihasilkan

3. Koordinasi dan kerja
sama dengan lintas
program, lintas
sektor, asosiasi dan
organisasi profesi
kesehatan dan pihak
terkait lainnya

4. Regulasi, pedoman,
buku, jurnal terkait

5. Penyediaan teknologi

informasi

2. Tersedian hasil kajian

pengembangan
pembiayaan kesehatan
dan JKN

3. Tersedianya hasil

monitoring dan
evaluasi terkait
pengembangan
pembiayaan kesehatan
dan JKN

kesehatan dan JKN | »

. menurunnya risiko

penyakit pada
masyarakat.

. Meningkatnya

kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan

Jumlah hasil kajian/monev | 6. Penyediaan anggaran
pengembangan
pembiayaan kesehata

5. Jumlah dokumen hasil
Health Technology
Assessment (HTA) yang
disampaikan kepada
Menteri Kesehatan n dan
JKN/KIS

Tabel 3 Sasaran, Indikator dan Kegiatan
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2017

e e

Jumlah pedoman penguatan 1. Penyusunan Juknls Penguatan Secondary Prevention
secondary prevention pelayanan Pelayanan Kesehatan dalam JKN
kesehatan dalam JKN

Perumusan pedoman penguatan
secondary prevention pelayanan
kesehatan dalam JKN yang ditetapkan

1. Pedoman untuk Optimalisasi Pemanfaatan Berbagai
Sumber Dana Kapitasi JKN dan BOK untuk
Mendukung Upaya Promotif dan Preventif di
Puskesmas

Jumlah pedoman untuk
optimalisasi pemanfaatan
berbagai sumber dana untuk
mendukung upaya promotif dan
preventif di Puskesmas

2 Perumusan pedoman untuk
optimalisasi pemanfaatan berbagai
sumber dana untuk mendukung upaya
promotiF dan preventif di puskesmas

1. Penyusunan Skema Pembiayaan melalui Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS) di Bidang Kesehatan

Jumlah skema pembiayaan
melalui ppp kerjasama
pemerintah dan swasta (KPS) di
bidang kesehatan yang
dihasilkan

3 Skema pembiayaan melalui kerjasama
pemerintah dan swasta (KPS) di bidang
kesehatan.
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Dihasilkannya bahan kebijakan teknis Jumlah hasil kajian/monev a. Penyusunan Bahan Kebijakan dan Kajian/Studi
Pengembangan Pembiayaan pengembangan pembiayaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (JKN/KIS)
Kesehatan dan Jaminan Kesehatan kesehatan dan JKN/KIS 1. Perbaikan Reklasifikasi INA CBG dalam JKN/KIS
Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat 2.Perbaikan Besaran Tarif INA CBG dalam JKN/KIS
(KIS) 3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Pemerintah

tentang Pembiayaan Kesehatan

4. Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Komite
Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)

5. Konsolidasi Penyusunan National Health
Account (NHA)

6. Penyusunan dan Pendampingan PHA/DHA

7.Perbaikan Besaran Tarif Kapitasi sebagai
Kebijakan Pembiayaan Prospektif di FKTP dalam
Penyelenggaraan Jkn

8. Finalisasi Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan
Program Kesehatan

b. Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan (JKN/KIS)

1. Monitoring Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional

2. Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan
Dan Jaminan Kesehatan

3. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan
Kesehatan Pada Program Kesehatan

c. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan

dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS)

1. Koordinasi Pemutakhiran dan Pengembangan
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS

2. Koordinasi Percepatan Integrasi Jamkesda dalam
JKN

3. Fasilitasi Koordinasi Pertemuan Ls/Lp

4. Pertemuan Diseminasi Hasil Nha Lintas Sektor
Dan Lintas Kementerian/Lembaga

5. Pertemuan Advokasi Dan Sosialisasi Kebijakan
Pembiayaan Kesehatan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)

d. Penguatan SDM Pusat dan Daerah Dalam
Pelaksanaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
(JKN/KIS)

1. Penguatan Kelembagaan Tim National Health
Account (NHA)

2. Peningkatan Kompetensi Tim National Health
Account (NHA) Pusat Dalam Rangka Penyusunan

NHA
2 | Jumlah dokumen hasil Health | 1. Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Teknologi
Technology Assessment Kesehatan (Health Technology Assessment)

(HTA) yang disampaikan
kepada Menteri Kesehatan
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BAB |1l AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang

diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja
dan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMN 2015-2019

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternative solusiyang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

1. Perbadingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsinya. PPJK sebagai salah satu eselon Il Kementerian Kesehatan
pada tahun 2017, telah melakukan perjanjian kinerja untuk 5 (lima) indikator beserta besaran
targetnya. Adapun indikator dan besaran target pada perjanjian kinerja tersebut telah
disesuaikan dengan indikator dan target pada perubahan RENSTRA Kementerian Kesehatan
2015-2019. Pengukuran capaian kinerja PPJK dilakukan dengan cara melihat realisasi capaian
target dari masing-masing indikator. Berikut rincian capaian target dari masing-masing indikator

yang disajikan pada Tabel di bawah
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Tabel 4 Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2017

Sasaran

Perumusan pedoman penguatan
secondary prevention pelayanan
kesehatan dalam JKN yang ditetapkan

Perumusan pedoman untuk
optimalisasi pemanfaatan berbagai
sumber dana untuk mendukung
upaya promotiF dan preventif di
puskesmas

Skema pembiayaan melalui
kerjasama pemerintah dan swasta
(KPS) di bidang kesehatan.

Dihasilkannya bahan kebijakan teknis
Pengembangan Pembiayaan
Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS)

Indikator Kinerja

Jumlah pedoman penguatan
secondary prevention pelayanan
kesehatan dalam JKN

Jumlah pedoman untuk
optimalisasi pemanfaatan berbagai
sumber dana untuk mendukung
upaya promotif dan preventif di
puskesmas

Jumlah skema pembiayaan melalui
ppp kerjasama pemerintah dan
swasta (KPS) di bidang kesehatan
yang dihasilkan

1 | Jumlah hasil kajian/monev
pengembangan pembiayaan
kesehatan dan JKN/KIS

2 | Jumlah dokumen hasil Health
Technology Assessment (HTA)
yang disampaikan kepada
Menteri Kesehatan

2017
Target Realisasi
2 Dok 2 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
5 Dok 10 Dok
2 Dok 2 Dok

%
100%

100%

100%

>100%

100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pencapaian kinerja PPJK berdasarkan Perjanjian

Kinerja tahun 2017 dapat tercapai 100% atau realisasi target indikator pada tahun 2017 dapat

tercapai seluruhnya.

Berikut penjabaran dan analisa terkait pencapaian kinerja PPJK Tahun 2017 per indikator

a.

Indikator 1 : Jumlah pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan
dalam JKN

Capaian indikator “Jumlah pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan

dalam JKN” pada tahun 2017 dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, yaitu

sebanyak 2 (dua) dokumen sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%. Berikut 2

(dua) dokumen tersebut, yaitu :

1. Pedoman Deteksi Dini Faktor Risiko Diabetes Mellitus bagi Peserta Jaminan Kesehatan

Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pedoman ini akan menjadi acuan FKTP untuk melaksanakan deteksi dini penyakit

diabetes mellitus. Sasaran deteksi dini adalah peserta JKN. Peserta akan mengisi daftar

pertanyaan (kuesioner) Riwayat Kesehatan yang dapat menghasilkan risiko penyakit

(rendah, sedang, dan tinggi). Peserta dengan risiko rendah akan mendapatkan edukasi

untuk mencegah penyakit diabetes dan pelaksanaan deteksi dini dilakukan setiap tahun

Peserta dengan risiko sedang dan tinggi akan dilakukan pemeriksaan lanjutan
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2. Pedoman Deteksi Dini Faktor Risiko Hipertensi bagi Peserta Jaminan Kesehatan
Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pedoman ini juga akan menjadi acuan FKTP untuk melaksanakan deteksi dini hipertensi.
Sasaran deteksi dini adalah peserta JKN. Peserta akan mengisi daftar pertanyaan
(kuesioner) Riwayat Kesehatan yang dapat menghasilkan risiko penyakit (rendah,
sedang, dan tinggi)

Peserta dengan risiko rendah akan mendapatkan edukasi untuk mencegah hipertensi
dan pelaksanaan deteksi dini dilakukan setiap tahun. Peserta dengan risiko sedang dan

tinggi akan dilakukan pemeriksaan lanjutan

Berikut permasalahan pada penyusunan 2 (dua) dokumen ini, yaitu:
1. Daftar pertanyaan yang perlu ditinjau ulang
2. Tertundanya proses pembuatan aplikasi skrining Riwayat Kesehatan yang memuat

kuesioner Riwayat Kesehatan di BPJS Kesehatan

Terkait permasalahan di atas, berikut solusi dan tindak lanjut yang akan dilakukan
1. Melakukan uji coba kuesioner kepada peserta JKN
2. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk proses pembuatan aplikasi
3. Menyusun template logik berdasarkan skor dan bobot pertanyaan pada kuesioner

Riwayat Kesehatan

b. Indikator 2 : Jumlah skema pembiayaan melalui ppp kerjasama pemerintah dan swasta
(KPS) di bidang kesehatan yang dihasilkan

Capaian indikator “Jumlah skema pembiayaan melalui ppp kerjasama pemerintah dan swasta
(KPS) di bidang kesehatan yang dihasilkan” pada tahun 2017 dapat tercapai sebagaimana
target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen sehingga capaian kinerja yang
diperoleh sebesar 100%.

Dokumen yang dihasilkan ini merupakan sebuah panduan dan informasi tentang skema
pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang Kesehatan yang di dalamnya

memuat :

1. Diperolehnya informasi empiris tentang performa skema pembiayaan melalui kerjasama
Pemerintah dan Swasta ke dalam dana/anggaran APBN.

2. Diperolehnya analisis implikasi/dampak dari skema pembiayaan kerjasama Pemerintah
dan Swasta guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Diperolehnya identifikasi dan pilihan opsi kebijakan yang dapat mengurangi dampak
ketergantungan masyarakat terhadap KPS.

Pada pelaksanaan kegiatan ini dibutuhkan konsistensi dalam pembahasan sehingga
memerlukan peserta pembahasan yang sama untuk setiap pertemuannya agar tidak sering

mengulang materi di setiap pertemuan. Oleh karena kendala tersebut, pada pelaksanaan ke
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depannya akan membentuk tim agar peserta pada setiap pembahasan merupakan orang

yang sama.

Indikator 3 : Jumlah pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana
untuk mendukung upaya promotif dan preventif di puskesmas

Capaian indikator “Jumlah pedoman untuk optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber dana
untuk mendukung upaya promotif dan preventif di Puskesmas” pada tahun 2017 dapat
tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen sehingga

capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%.

Pencapaian target indikator ini, yaitu telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19
tahun 2017 tentang Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga, berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi permenkes tersebut

ke daerah yang belum tersosialisasi dengan melibatkan unit lain di Kementerian Kesehatan.

Indikator 4 : Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan
JKN/KIS

Realisasi indikator “Jumlah Hasil kajian/monev pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan
JKN/KIS” pada tahun 2017 dapat tercapai 100% dengan jumlah realisasi dokumen yang
melebihi target, yaitu dokumen yang dihasilkan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dari target
5 (lima) dokumen. Berikut ke delapan dokumen tersebut, di antaranya :

1. Perbaikan Tarif dan Reklasifikasi INA CBG’s

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan system INA CBG’s dari aspek
besaran tarif serta aspek pengelompokan kasus sehingga dapat menjadi rasional dengan
memenuhi kondisi lokal. Pada tahun 2017 telah dilakukan proses pengumpulan data
costing rumah sakit dengan target 390 rumah sakit dan telah terkumpul dari 108 rumah
sakit. Adapun proses reklasifikasi telah berjalan 30% dengan hasil 14 MDC rawat inap.
Kurangnya anggaran dalam proses pengumpulan data dan kurangnya komitmen RS
dalam memberikan data menjadi kendala yang dihadapi.

2. Perbaikan Besaran Tarif Kapitasi sebagai Kebijakan Prospektif di FKTP dalam
Penyelenggaraan JKN
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dari FKTP (puskesmas dan
klinik) dalam rangka perhitungan atau costing tarif kapitasi. Pada tahun 2017 telah
dilakukan proses pengumpulan data costing pada 6 provinsi (provinsi Bangka Belitung,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara dan
NTB) dan diperoleh unit cost layanan di Puskesmas. Data yang diperoleh kemudian diolah
dan diperoleh rata-rata kapitasi sebesar Rp 14.469,-. Hasil pengolahan data akan
dipersentasikan ke unit terkait untuk memperoleh masukan dan memberikan

rekomendasi tarif.
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3. Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/151/2016
pada tanggal 19 Februari 2016, Dewan Pertimbangan Klinis telah melakukan serangkaian
kegiatan dalam rangka penyelesaian sengketa dan penguatan sistem dalam

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berikut beberapa penyelesaian sengketa/permasalahan klinis yang menjadi pembahasan
oleh Dewan Pertimbangan Klinis selama tahun 2017, yaitu sebagai berikut

1. Permasalahan permohonan rekomendasi pelayanan brachytherapy dan cimino

2. Permasalahan dispute Leukositas di RS Proklamasi Karawang

3. Permasalahan dispute klaim tindakan phacoemulsifikasi pada visus 20/20

4,

Permasalahan dispute klaim prosedur Odontektomi

Selama tahun 2017 Dewan Pertimbangan Klinis telah menghasilkan 3 (tiga) buah
keputusan yang telah disusun dan disepakati oleh Dewan Pertimbangan Klinis. Adapun
untuk 2 (dua) kasus lainnya masih dalam tahap finalisasi pembahasan untuk penyelesaian

sengketa pada masing-masing pihak.

4. National Health Account (NHA)

Pemerintah Indonesia terutama Kementerian Kesehatan cq. Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan telah berkomitmen untuk melakukan produksi NHA secara rutin
setiap tahunnya. Pada tahun 2017 kelembagaan penyusunan NHA diperkuat dengan
adanya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/128/2017 tentang Tim NHA
yang diharapkan akan meningkatkan peran serta berbagai pemangku kepentingan dalam
proses pengumpulan data hingga diseminasi hasil NHA dalam proses produksi di tahun
2017. Penyusunan NHA di tahun 2017 menghasilkan gambaran belanja kesehatan tahun
2015 (dokumen NHA 2015). NHA 2015 lebih lengkap dibandingkan dengan dokumen
NHA tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penajaman metodelogi sepanjang proses
produksi tahun 2017 dilakukan untuk memaksimalkan data yang tersedia dan
meminimalkan perhitungan ganda (double counting). Dukungan asistensi teknis dari
USAID melalui Health Financing Governance (HFG) turut berkontribusi dalam
peningkatan kualitas dokumen yang dihasilkan di tahun ini. NHA 2015 menunjukkan
total belanja kesehatan Indonesia sebesar Rp 415,2 triliun dan bila diproporsikan
terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menghasilkan jumlah 3,6%. Total belanja
kesehatan terhadap PDB di tahun 2015 cenderung sama dengan tahun-tahun
sebelumnya. Bila jumlah tersebut dibagi dengan jumah penduduk menghasilkan nilai
sebesar Rp 1,6 juta/kapita atau USS 121/kapita. Tiga sumber pembiayaan terbesar di
Indonesia dalam NHA 2015 secara berturut-turut adalah pengeluaran tunai langsung dari
rumah tangga (OOP) 48%, diikuti transfer pemerintah pusat sebesar 18% dan perusahaan

sebesar 12%. Dilihat dari dimensi pengelola dana maka rumah tangga tetap menduduki
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urtan teratas sebesar 47,9% dari total belanja. Diketahui juga bahwa agen pembiayaan
pengelola asuransi sosial mengalami kenaikan proporsi dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut permasalahan dalam proses kegiatan :

1. Dokumen NHA idealnya dihasilkan T-1 namun ketersediaan/ keterbatasan data dan
sumber daya manusia merupakan tantangan terbesar untuk menghasilkan dokumen
tepat waktu. Upaya kelembagaan proses produksi dengan K/L perlu selalu dibangun
dan diperkuat antara lain melalui adanya perjanjian kerja sama (PKS) dan pertemuan
rutin.

2. Dukungan pembiayaan asistensi teknis USAID perlu dialihkan ke pembiayaan APBN
yang mencukupi untuk mempertahankan kapasitas tim yang berkualitas.

3. Kemampuan tim di Pusat PJK terhadap pemahaman penyusunan NHA menggunakan
metodelogi SHA perlu terus diperkuat dengan alih ketrampilan dari tim akademisi.

4. Penajaman metodelogi membutuhkan pelaksanaan studi-studi khusus yang perlu
didukung dengan kecukupan anggaran di tahun selanjutnya

5. Diseminasi hasil perlu diperluas kepada para pemangku kepentingan agar dapat

menjadi umpan balik peningkatan kualitas produksi dokumen NHA .

Berikut solusi dan tindak lanjut

1. Pembuatan PKS dengan beberapa K/L untuk menjamin akses data.

2. Advokasi kepada pimpinan untuk dukungan pembiayaan melalui diseminasi hasil-
hasil NHA dan penggunaan NHA untuk masukan kebijakan (policy briefs).

3. Publikasi hasil-hasil NHA untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak atas
pentingnya kegunaan NHA untuk mendukung perbaikan kebijakan Kesehatan.

4. Menjalin kemitraan dengan pihak lain yang dapat memberi penguatan atau asistensi

teknis dalam penyusunan NHA.

. Analisis Implementasi Program Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Metode IVA di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Berdasarkan data tahun 2013 penyakit kanker serviks merupakan penyakit kanker
dengan prevalensi tertinggi di Indonesia, yaitu 0.8%. Deteksi dini dengan metode IVA
diperlukan untuk mengurangi angka kejadian kanker serviks dan telah dicanangkan
sebagai program nasional sejak tahun 2008. Sampai tahun 2014, program deteksi dini
kanker payudara dan kanker serviks telah berjalan pada 1.986 Puskesmas di 304
kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Cakupan IVA di provinsi Jawa
Barat tergolong rendah, yaitu sebesar 0.94%.

Tujuan analisis adalah mengetahui implementasi metode IVA di provinsi Jawa Barat
dengan melihat komponen input (SDM, pedoman, sarana prasarana, pembiayaan,
metode, dan kebijakan pelaksanaan), proses (pelaksanaan deteksi dini, pencatatan dan
pelaporan, pengawasan), dan output (cakupan).
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Berikut hasil analisis untuk kegiatan ini, sebagai berikut:

1. Input: masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan
metode IVA dengan yang ditentukan dalam PMK Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Serviks, pembiayaan skrining IVA
masih kurang

2. Proses: Monev dilakukan secara berjenjang begitu pula dengan pencatatan dan
pelaporan

3. Output: Cakupan IVA 2016 di tiga kota (Bogor, Depok, Bekasi) masih di bawah 6%

Adapun saran terkait hasil kegiatan ini, yaitu seagai berikut

1. Penguatan dalam mendukung pelaksanaan program dan komitmen bersama dengan
melibatkan seluruh instansi terkait dan juga masyarakat sebagai upaya peningkatan
cakupan.

2. Memperkuat regulasi untuk mendukung pelaksanaan program di UPT, reviu NSPK
terkait program yang bersifat intergrasi berbagai unit utama, reviu target cakupan
WUS yang melakukan deteksi dini dengan metode IVA, membangun sistem informasi
yang efektif untuk kegiatan manajerial, dan mensinergiskan kegiatan program
deteksi dini dengan metode IVA ke dalam kegiatan program lain yang ada di UPT
seperti PIS PK, program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH), atau program
Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)

Data yang kurang lengkap di Dinas Kesehatan dan Puskesmas menjadi kendala dalam
kegiatan ini sehingga dalam prosesnya perlu menghubungi kembali Dinas Kesehatan dan
puskesmas untuk melengkapi data yang kurang dan berkoordinasi dengan unit terkait
(Direktorat PTM) untuk melengkapi data.

. Pedoman Penggunaan Tools Costing: Perhitungan Satuan Biaya Program Penyakit
Tidak Menular (PTM)

Tools costing ini dikembangkan untuk membantu para pengelola program untuk
mengetahui besaran satuan biaya (unit cost) program PTM. Dengan diketahuinya unit
cost maka dengan cepat akan dapat diprediksi estimasi kebutuhan biaya program PTM
di tahun-tahun mendatang, dengan mengalikan suatu biaya (unit cost) dengan jumlah
target atau sasaran kinerjanya yang akan dicapai di masa yang akan datang. Informasi ini
diperlukan sebagai bahan untuk melakukan advokasi, sekaligus memotret gambaran
program yang telah berjalan pada tahun lalu, dan hasilnya juga dapat dimanfaatkan

sebagai bahan evaluasi program pada periode tersebut.

. Pengembangan Tools : Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tools SPM ini dikembangkan untuk membantu institusi kesehtaan untuk mengertahui
besaran biaya dan rincian biaya kegiatan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
telah dilakukan. Dengan diketahui unit cost maka dengan cepat dapat diprediksi estimasi

kebutuhan biaya SPM di tahun berikutnya. Formulasi perhitungan berdasarkan
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10.

kebutuhan komponen kegiatan yang tertera pada Perturan Menteri Kesehatan Nomor
43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal.

. Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan

Kesehatan (RPP Pembiayaan)

Penyusunan RPP Pembiayaan dinilai urgent dikarenakan, sebagai berikut 1) Banyaknya
sumber-sumber pembiayaan kesehtan yang tidak terkonsolidasi, 2) banyaknya pelaku-
pelaku dalam perencanaan dan eksekusi anggaran kesehatan baik ditingkat pusat
maupun daerah, dan 3) hasil studi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan
kesehatan belum sejalan dengan prinsip pembiayaan Kesehatan yang diatur dalam UU
Nomor 36 Tahun 2009.

. Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung pemantapan implementasi Jaminan
Kesehatan (JKN) dengan fokus pada penyampaian informasi terkini dan solusi atas
permasalahan yang terjadi dilapangan, sekaligus menggali pemahaman masyarakat akan

pentingnya ikut JKN.

Pada tahun 2017, telah dilakukan kegiatan advokasi dan sosialisasi di 12 (dua belas)
lokasi, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Manggarai, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kebumen,
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Bandung Barat, Kota Sibolga, Kabupaten Garut dan
Kab Padang Lawas Utara.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan JKN pada tahun 2017 terbagi dalam 3
(tiga) jenis Moneyv, yaitu:

a. Monitoring Evaluasi Uji Petik Kepesertaan JKN

b. Monitoring Evaluasi Terpadu

c. Monitoring Evaluasi Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBKP)
Pada tahun 2017 kegiatan monev telah dilakukan di 14 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota
dengan rincian wilayah sebagai berikut :

a. Monitoring Evaluasi Uji Petik Kepesertaan JKN

Tabel 5 Lokasi Monitoring Evaluasi Uji Petik Kepesertaan Tahun 2017

. Puskesmas Setul
RSUD Cibitung
Masyarakat Umum

1 Jawa Barat Kab. Bekasi

Puskesmas Bara-Baraya

2 Sulawesi Selatan Kota Makassar
Masyarakat Umum

Puskesmas Bandarharjo

3 Jawa Tengah Kota Semarang MEerEE e Ui

ISE IR ICORNS S
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Puskesmas
RSUD Bojonegoro
Masyarakat Umum

4 Jawa Timur Kab. Bojonegoro

Puskesmas Wae Mbeleng
RS St. Rafael Cancar
RSUD dr. Ben Mboi
Masyarakat Umum

Nusa Tenggara

Kab. M i
Timur ab. Manggarai

Puskesmas Cikuya

6 | Banten Kab. Tangerang RSUD Balaraja

NP RN N e

b. Monitoring Evaluasi Terpadu, meliputi pelayanan di FKTP dan FKRTL

Tabel 6 Lokasi Monitoring Terpadu Tahun 2017

Kab. Nias RSUD Gunung Sitoli
Kota Medan RSUP Adam Malik
1. Dinkes Kota Batam
1  Sumatera Utara Kab. Deli Serdang 2. Dinas Kesehatan Kab. Deli
Serdang
3. Puskesmas Tanjung Morawa
4. RS Royal Prima
5. RS Santa Elisabeth
1. Dinkes Kota Batam
2 Kepulauan Riau Kota Batam 2. Puskesmas Sekupang
3. RSUD Embung Fatima
3 Lampung Kota Lampung RS Urip Sumoharjo
4  Jambi Kota Jambi Rs Siloam

c. Monitoring Evaluasi KBKP

Tabel 7 Lokasi Monitoring KBKP Tahun 2017

CI

Puskesmas Air Dingin Padang
Puskesmas Ambacang
Klinik Pratama Fitria

1 Sumatera Barat Kota Padang

Puskesmas Mekar Baru

2 Kepulauan Riau Kota Batam Klinik Swasta Ananda

PP |IPPE

=

Puskesmas Bulu Lor
Puskesmas Ngesrep
3. Klinim Pelindo Husada Citra

B

3 Jawa Tengah Kota Semarang

1. Puskesmas Kedurus
4  Jawa Timur Kota Surabaya 2. Klinik Tni Ksatrian
3. Klinik Polrestabes Surabaya

1. Puskesmas Kec Pontianak
5 Kalimantan Barat Kota Pontianak Barat
2. Puskesmas Kampung Bali
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CI

Puskesmas Meuraxa

Aceh Kota Banda Aceh 2. Puskesmas Kuta Alam

1. Puskesmas Oebobo

Nusa Tenggara
! &8 Puskesmas Manutapen

2

Kota Kupang

Timur 3. Klinik Dompet Dhuafa
1. Puskesmas Kota Ternate
8 Maluku Utara Kota Ternate 2. Puskesmas Siko
3. Klinik Dr. Ifzal

e. Indikator 5 : Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan

kepada Menteri Kesehatan

Pada tahun 2017 indikator ini dapat tercapai 100% sebagaimana target yang ditetapkan,
yaitu dihasilkannya 2 (dua) dokumen studi Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) sebagai
berikut : 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi utilisasi obat Imatinib dan Nilotinib pada
pasien Leukimia Granulositik Kronik dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, dan 2)
Penilaian Efektivitas Klinis dan Biaya Insulin Analog dibandingkan dengan Insulin Human

untuk Terapi Diabetes Tipe 2 : Telaah Sistematis/Metaanalisis dan Survey Harga

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi utilisasi obat Imatinib dan Nilotinib pada pasien

Leukimia Granulositik Kronik dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia

Leukemia Granulositik Kronik (LGK) merupakan jenis kelainan keganasan pada sel darah
akibat kelainan kromosom Philadelphia yang memerlukan pengobatan dengan
kemoterapi. Di masa lampau, penyakit ini diobati dengan hidroksiurea atau interferon
alfa, tetapi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, obat
terbaru yang berasal dari golongan Tyrosine-Kinase Inhibitor (TKI) seperti Imatinib dan
Nilotinib memberikan hasil yang cukup memuaskan dan dapat menambah usia
kesintasan hidup pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
berperan pada penggunaan obat Imatinib dan Nilotinib pada pasien LGK di Indonesia.
Adapun metodologi yang digunakan antara lain melalui pendekatan studi literatur
terpilih dari negara berkembang dan negara maju, telaah dokumen, survey cepat dan
wawancara dengan bantuan instrumen kuesioner. Diharapkan hasil penelitian ini agar
dapat dimanfaatkan pemangku kebijakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan
dalam memperbaiki pola pengobatan dan proses klaim obat TKI dalam pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Nasional

Berikut simpulan hasil telaah literatur Pola Terapi LGK:

1) Sesuai dengan situasi negara berkembang dan negara maju, Imatinib masih menjadi
pilihan terapi lini pertama LGK.

2) Pada kasus dengan intoleransi atau resistensi Imatinib dosis biasa, penambahan dosis
Imatinib atau penggunaan TKls generasi kedua dapat dipertimbangkan kasus per

kasus.
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3) Ponatinib dapat digunakan untuk kasus LGK dengan mutasi T135I tetapi hal yang perlu
diingat adalah frekuensi reaksi simpang vaskular serius yang cukup sering. Alternatif
lain yang dapat dipertimbangkan untuk kasus tersebut adalah penggunaan Radotinib,
Omacetaxine atau transplantasi sel punca hematopoietik alogenik dengan tingkat
kecocokan donor yang tinggi.

4) Pemerintah, payer dan perusahaan farmasi perlu saling berkoordinasi dan bersinergi
dalam mengeluarkan kebijakan yang mempermudah pengadaan serta akses obat.

5) Konseling dalam bentuk edukasi, reinforcement atau advokasi diperlukan untuk
meningkatkan kepatuhan pasien dalam berobat tidak hanya saat follow-up di fasilitas
kesehatan melainkan juga pada situasi lain. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki
luaran klinis, meningkatkan kualitas hidup dan menambah kesintasan hidup pasien
LGK.

Berikut rekomendasi yang diberikan:

1) Perbaikan persyaratan penggunaan/peresepan obat-obat Imatinib dan Nilotinib
dalam FORNAS agar lebih mendetail, sebagai contoh untuk indikasi
intolerans/resisten terhadap obat Imatinib perlu adanya pemeriksaan dan data
dukung dokumen yang harus dilampirkan. Selain itu perlunya sosialisasi fornas lebih
baik lagi dan lebih luas agar tidak multitafsir di lapangan,

2) Pentingnya Petunjuk Teknis verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan yang tersinkronisasi
dengan fornas dan regulasi lain yang ada

3) Pentingnya ketersediaan Panduan Praktik Klinik (PPK) pada RS dan kewajiban para
dokter untuk menjalankannya

4) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap obat-obat kanker oleh Pemerintah dalam
hal ini Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatann dan Direktorat Jenderal Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

Studi Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK): Penilaian Efektivitas Klinis dan Biaya Insulin
Aanlog dibandingkan dengan Insulin Human untuk Terapi Diabetes Tipe 2 : Telaah

Sistematis/Metaanalisis dan Survey Harga

Diabetes adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat defek
sekresi insulin, aksi insulin, atau keduanya. Diabetes adalah salah satu keadaan darurat
kesehatan global terbesar di abad ke-21 karena jumlah penderita diabetes telah
meningkat secara progresif dan menyebabkan beban ekonomi pada pasien dan keluarga

mereka, sistem kesehatan dan ekonomi nasional.

WHO memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah penderita
diabetes yaitu dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Program
JKN menjamin Insulin analog maupun insulin insulin human. Data BPJS Kesehatan
menunjukkan bahwa di Indonesia penggunaan insulin analog lebih tinggi dibandingkan

penggunaan insulin Human. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, Insulin analog digunakan
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pada 99,5% kasus diabetes, sementara insulin human hanya digunakan pada 0,5% kasus
diabetes.

Pembiayaan JKN tahun 2015-2016 untuk insulin meningkat 3 kali lipat dibandingkan pada
tahun 2014. Pada tahun 2016 pembiayaan insulin analog mencapai 243 milyar sedangkan
insulin human hanya 1,1 milyar. Dengan adanya perkiraan bahwa penderita diabetes
akan makin meningkat maka pembiayaan terhadap insulin akan makin meningkat.
Berdasarkan e-catalogue, harga human insulin 100 iu/ml 3ml berkisar antara Rp 75,000
-110,000 dan untuk insulin human 10 ml human insulin adalah Rp 143,500, sementara
untuk insulin analog 100 iu/ml 3ml berkisar antara Rp 85,000 - IDR 110,000. Harga insulin
human tampak lebih murah dibandingkan dengan insulin analog namun insulin human
hanya tersedia dalam bentuk penfill sedangkan untuk insulin analog tersedia dalam

bentuk pen yang lebih mudah dan nyaman digunakan oleh pasien.

Telaah sistematis literatur yang dilakukan oleh Sabirin dan Rahim pada tahun 2012
menyimpulkan bahwa analog insulin hanya memberikan sedikit keuntungan dalam
mengendalikan hiperglikemia dibandingkan dengan human insulin namun insulin analog
memiliki kelebihan dalam mengurangi terjadinya hipoglikemia, terutama hipoglikemia
nokturnal dan hipoglikemia berat. Kajian tersebut merekomendasikan bahwa analog
insulin digunakan untuk diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 yang memiliki hipoglikemia

berulang dan bukan untuk diabetes gestasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dilakukan pengkinian terhadap telaah sitematis
literatur untuk melihat efektivitas insulin analog dibandingkan dengan human insulin
untuk terapi diabetes tipe 2, memberikan gambaran tren perubahan harga insulin sejak

pelaksanaan JKN, menyediakan data harga insulin yang berlaku di negara tetangga.

Berikut kesimpulan dari telah studi ini, yaitu

1. Efektivitas insulin analog dalam menurunkan HbA1lc serupa dengan human insulin

2. insulin Analog kerja cepat bermakna secara statistik dalam mengurangi risiko
hipoglikemia simtomatik dan nokturnal yaitu sebesar 37,7% dan 31,7%. Sementara
insulin analog kerja cepat (aspart) dan analog insulin premix tidak memiliki
perbedaan signifikan pada risiko hipoglikemia nokturnal, berat dan keseluruhan.
Secara statistik mengurangi risiko hipoglikemia simtomatik dan nokturnal secara
signifikan sebesar 37,7% dan 31,7% secara tidak simultan untuk analog insulin kerja
lama. Sementara analog insulin kerja cepat (aspart) dan analog insulin premix tidak
memiliki perbedaan signifikan pada risiko hipoglikemia nokturnal, parah dan
keseluruhan."

3. Proporsi Penggunaan Insulin Analog 99,5 dibandingkan dengan insulin human hanya
0,5%

4. Harga insulin analog hampir sama dengan human insulin, namun lebih unggul dari
isi kenyamanan penggunaan karena tersedia dalam bentuk pen / kwikpen dan bisa

diberikan pada waktu makan.
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5. Harga Insulin Human di Indonesia lebih mahal bila dibanding dengan harga di dua

negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Berikut rekomendasi yang diberikan telaah studi :

1. Melakukan pehitungan ulang harga human insulin dan insulin analog.

2. Mendorong produsen insulin untuk menyediakan insulin human yang lebih mudah
digunakan (menyediakan bentuk kwikpen atau pen).

3. Mulai terapi insulin dengan human insulin bagi pasien diabetes yang gagal mencapai
Hbalc target setelah pengunaan obat anti diabetes oral.

4. Memberikan insulin analog jika pasien mengalami hipoglikemia berulang pada

penggunaan insulin human.

2. Perbadingan Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2017, jumlah indikator kinerja PPJK pada perjanjian kinerja mengalami perubahan
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu adanya 3 (tiga) indikator baru dan 2 (dua) indikator yang
dihilangkan. Adapun 3 (tiga) indikator baru pada tahun 2017 merupakan indikator prioritas
nasional, yaitu indikator terkait pedoman secondary prevention, skema pembiayaan melalui ppp
kerjasama pemerintah dan swasta dan pedoman optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber
dana. Ketiga indikator prioritas nasional tersebut merupakan hasil dari pertemuan bilateral
meeting antara PPJK dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada
tahun 2016 yang kemudian disesuaikan ke dalam perubahan RENSTRA Kementerian Kesehatan
2015-2019. Dua indikator yang dihilangkan, yaitu terkait PBI dikarenakan indikator tersebut
merupakan Indikator Kinerja Program (IKP) Eselon | Sekretariat Jenderal dan indikator terkait
dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan luran (PBI) JKN/KIS. Jadi, indikator
kinerja PPJK pada perjanjian kinerja tahun 2017 adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang
tercantum pada perubahan RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019 pada kegiatan
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia
Sehat (KIS).
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Tabel 8 Perbandingan Pencapaian Target Indikator Perjanjian Kinerja
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 dan 2017

Target Realisasi
Terselenggaranya Penguatan | Jumlah penduduk yang 92,4 91,13
Jaminan Kesehatan Nasional | menjadi peserta Penerima Juta Jiwa | Jutaliwa
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat Bantuan luran (PBI) melalui *)
(KIS) Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat

(KIS)

Perumusan pedoman Jumlah pedoman penguatan
penguatan secondary secondary prevention
prevention pelayanan pelayanan kesehatan dalam
kesehatan dalam JKN yang JKN

ditetapkan

Perumusan pedoman untuk
optimalisasi pemanfaatan
berbagai sumber dana untuk
mendukung upaya
promotive dan preventif di
puskesmas

Jumlah pedoman untuk
optimalisasi pemanfaatan
berbagai sumber dana untuk
mendukung upaya promotif
dan preventif di Puskesmas

Skema pembiayaan melalui
kerjasama pemerintah dan
swasta (KPS) di bidang

Jumlah skema pembiayaan
melalui ppp kerjasama
pemerintah dan swasta

kesehatan. (KPS) di bidang kesehatan
yang dihasilkan
Dihasilkannya bahan 1 | Jumlah hasil 10 Dok 10 Dok 100% 5 Dok 5 Dok 100%
kebijakan teknis kajian/monev
Pengembangan Pembiayaan pengembangan
Kesehatan dan Jaminan pembiayaan kesehatan
Kesehatan Nasional dan JKN/KIS
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS) 2 | Jumlah dokumen hasil 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100%
Health Technology
Assessment (HTA) yang
disampaikan kepada
Menteri Kesehatan
3 | Jumlah dokumen 3 Dok 3 Dok 100%
kebijakan realisasi iuran
peserta Penerima
Bantuan luran (PBI)
JKN/KIS

3. Perbadingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan RPJMN 2015-2019

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional, RPJMN merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) masing-masing. Indikator pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2017 telah
disesuaikan dengan indikator pada perubahan RENSTRA Kementerin Kesehatan 2015-2019,
namun apabila disandingkan dengan indikator RPJMN 2015-2019 untuk indikator tahun 2017

terdapat perbedaan.
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Tabel 9 Perbedaan Indikator dan Target pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2017
dengan Indikator dan Target pada RPJMN Tahun 2017

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017
RPIMIN 2017

Jumlah penduduk yang menjadi peserta 103,4
Penerima Bantuan luran (PBI) melalui Juta Jiwa
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu

Indonesia Sehat (KIS)

2 Jumlah pedoman penguatan secondary 2 Dok 2 Dok 100%
prevention pelayanan kesehatan dalam JKN

3 Jumlah pedoman untuk optimalisasi 1 Dok 1 Dok 100%

pemanfaatan berbagai sumber dana untuk
mendukung upaya promotif dan preventif di
Puskesmas

4 | Jumlah skema pembiayaan melalui ppp 1 Dok 1 Dok 100%

kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di
bidang kesehatan yang dihasilkan

5 1 | Jumlah hasil kajian/monev 10 Dok 5 Dok 5 Dok 100%
pengembangan pembiayaan kesehatan
dan JKN/KIS

2 | Jumlah dokumen hasil Health Technology 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100%
Assessment (HTA) yang disampaikan
kepada Menteri Kesehatan

3 | Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran 3 Dok
peserta Penerima Bantuan luran (PBI)
JKN/KIS

Berikut penjelasan terkait perbedaan tersebut, sebagai berikut:

1. Untuk indikator PBI tidak lagi masuk ke dalam indikator Perjanjian Kinerja PPJK di Tahun
2017, dikarenakan pada dasarnya indikator tersebut hanya terdapat di Indikator Kinerja
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS) yang terdapat pada Sekretaris Jenderal sehingga pada tahun 2017 yang menjadi
indikator di perjanjian kinerja PPJK hanya yang terdapat pada IKK kegiatan Pengembangan
Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Namun, untuk satuan pelaksanaan indikator PBI ini, tetap ada di PPJK, sebagai satker di
bawah Eselon | Sekretaris Jenderal. Adapun untuk besaran target indikator PBI antara di
Perjanjian Kinerja dengan di RPJMN terdapat perbedaan dikarenakan penetapan besaran
target PBI setiap tahunnya ditentukan melalui pertemuan trilateral antara Kementerian
Keuangan, Bappenas dan Kementerian Kesehatan, kemudian untuk jumlah besaran target
cakupan PBI juga ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat
antara Kementerian Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI.

2. Adapun perbedaan lainnya, yaitu pada besaran target untuk indikator “Jumlah hasil
kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS” dan indikator terkait
HTA di tahun 2017. Penurunan target pada kedua indikator tersebut merupakan hasil

pembahasan pada pertemuan Bilateral Meeting antara BAPPENAS dengan Kementerian
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Kesehatan pada tahun 2016. Namun untuk realisasi target indikator ini pada tahun 2017 PPJK
menghasilkan realisasi 10 (sepuluh) dokumen atau sejumlah target pada RENSTRA 2015-2019
di tahun 2017.

3. Penghapusan indikator dokumen kebijakan realisasi iuran peserta penerima bantuan iuran
JKN/KIS dikarenakan secara otomotis dokumen terkait pembayaran selama tahun berjalan
tersebut pasti akan selalu didokumenkan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
setiap tahunnya, selain itu dikarenakan indikator tersebut tidak memerlukan anggaran dalam
proses pencapaian targetnya.

Upaya pencapaian target PBI pada tahun 2019

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 target peserta PBI untuk tahun 2019 berjumlah 107.200.000 jiwa
sedangan pada tahun 2018 sasaran peserta PBl masih berjumlah 92.400.000 jiwa sehingga untuk
tahun 2019 perlu menambah cakupan PBI sebanyak 14.800.000 jiwa. Penambahan jumlah
peserta PBI sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran pemerintah untuk tahun 2019, saat
ini upaya yang dilakukan oleh PPJK adalah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan, Menteri Kesehatan dan juga dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS), selanjutnya Menteri Kesehatan akan menyampaian usulan cakupan PBI sesuai
dengan target RPJMN tahun 2019 kepada Presiden.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif

Solusi yang Dilakukan

Pada tahun 2017 Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan tidak mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya, namun usaha untuk pencapaian kinerja bisa dinilai bahwa
usaha pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dirasa lebih besar dibandingkan tahun
sebelumnya dikarenakan, adanya 4 (empat) kegiatan prioritas nasional di mana 3 (tiga) kegiatan
tersebut menjadi indikator pada perjanjian kinerja.

Berikut penyebab keberhasilan atas pencapaian kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan pada tahun 2017, sebagai berikut:

1. Arahan pimpinan yang jelas untuk proses pelaksanaan kegiatan.

2. Koordinasi yang baik antara unit satuan kerja PPJK dengan
narasumber/konsultan/stakeholders terkait lainnya. Sebagai contoh bentuk koordinasi yang
telah dilakukan, di antaranya dalam bentuk rapat rutin pembahasan topik HTA oleh tenaga
teknis yang telah ditunjuk setiap minggunya, rapat Dewan Pertimbangan Teknologi
Kesehatan yang dilakukan setiap bulan, koordinasi kegiatan NHA dengan Tim NHA

Universitas Indonesia.

3. Perencanaan kegiatan yang sudah terorganisir dengan baik, yaitu dengan membuat time line
kegiatan per bulannya untuk setiap bidang dan bagian sehingga terjadi akselerasi antar

kegiatan di bidang dan bagian.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PPJK TAHUN 2017



4. Komitmen pegawai Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk pencapaian kinerja
tahun 2017 meskinpun terjadi efisiensi belanja barang yang lebih dari 50% dari pagu belanja

barang awal.

Akan tetapi, beberapa kendala atau permasalahan tetap ditemukan dalam proses
pencapaian kinerja di antaranya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya komitmen rumah sakit terkait permintaan data dalam pada kegiatan INA
CBG’s

2. Peserta undangan yang sering tidak sama untuk setiap pertemuannya sehingga pembahasan
sering berulang-ulang dan menjadi lama.

3. Adanya pandangan atau usulan baru yang muncul pada saat pertemuan sehingga menjadikan
diskusi menjadi lama.

4. Perbedaan pandangan pada saat pembahasan ataupun belum banyaknya pihak yang
memahami terhadap kegiatan baru, seperti dalam penyusunan skema pembiayaan melalui
kerja sama pemerintah dan swasta sehingga dibutuhkan waktu untuk menyamakan
pemahaman.

5. Jadwal pertemuan yang kadang masih menyesuaikan dengan jadwal narasumbernya
dikarenakan kesibukannya sehingga proses pembahasan menjadi lama.

6. Efisiensi belanja barang sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan seperti,
pengumpulan data untuk kegiatan INA CBG’S dan Kapitasi.

7. Adanya efisiensi belanja barang tentunya sangat mempengaruhi hasil akhir, di mana
beberapa dokumen yang dihasilkan masih belum sesuai dengan yang diharapkan meskipun
sasaran target tercapai.

Berikut solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau permasalahan di atas, di antaranya

sebagai berikut

1. Melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan untuk pengumpulan data untuk kegiatan INA CBG's
dan turun lapangan untuk validasi pengambilan data.

2. Membuat susunan tim penyusun kegiatan agar diperoleh suatu keterikatan kerjasama dalam
mencapai output kegiatan. Pembuatan tim ini juga sebagai untuk mengatasi agar peserta
atau pembahas pada kegiatan tersebut tetap orang yang sama dan sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan sehingga capaian outputnya dapat optimal.

3. Mengadakan sosialisasi dan advokasi serta peningkatan kapasitas untuk stakeholder
terhadap kegiatan baru.

4. Memanfaatkan media, seperti email, internet ataupun telepon terhadap narasumber yang
berhalangan hadir untuk tetap dapat terlibat dalam suatu pembahasan.

5. Membuat pengkategorian kegiatan apabila terjadi efisiensi, sebagai berikut: 1) kategori
prioritas, 2) prioritas sedang dan 3) kurang prioritas.

6. Memaksimalkan anggaran yang ada agar dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam

pencapaian target.
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5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi atas Penggunaan Anggaran
Dalam penyusunan kegiatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada tahun 2017
telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses penyusunannya telah
melalui proses sebagai berikut:
1. Perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan
2. Perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator kinerja yang

telah ditetapkan

3. Usulan kegiatan dan penganggaranya sudah sesuai ketentuan yang berlaku

Setiap subbidang dan subbagian di lingkungan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
dalam melakukan peyusunan usulan kegiatannya berdasarkan fungsinya pada Permenkes
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Usulan-
usulan kegiatan tersebut juga telah disesuaikan dengan target indikator kinerja organisasi
yang telah ditetapkan pada perubahan RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019. Selain
itu, setiap kegiatan sudah mengikuti petunjuk penelitian dan reviu RKA K/L alokasi anggaran
Kementerian Kesehatan TA 2017 dan untuk usulan anggaran kegiatan telah disesuaikan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2017.

Pada tahun 2017, PPJK telah melakukan efisiensi belanja barang sebesar 55,8% dari pagu
belanja barang atau sebesar Rp 18.206.347.000,- sehingga pagu belanja barang PPJK setelah
efisiensi hanya sebesar Rp 14.406.683.000,- dari pagu awal belanja barang sebesar Rp
32.613.030.000,-. Besarnya efisiensi tersebut tidak menyurutkan kinerja PPJK dalam
mencapai target indikator kinerjanya. Efisiensi yang telah dilakukan PPJK juga dapat dilihat
pada e-monev DJA, dimana diperoleh nilai 0.24. Kecilnya nilai efisiensi tersebut menunjukkan
bahwa PPJK telah baik dalam melakukan efisiensi anggaran dalam pencapaian outputnya.
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Penyerapan Konstitensi atas Konstitensi atas Pencapaian Efisiensi
RPD Awal RPD Revisi Keluaran

Gambar 2 Pencapaian Kinerja PPJK Tahun 2017 pada e-Monev DJA
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